
 

 

 

GUBERNUR JAMBI 
 

PERATURAN GUBERNUR JAMBI 

NOMOR    09       TAHUN 2009 

TENTANG 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAMBI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAMBI, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 142 
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Pokok-pokok Keuangan Daerah dan Pasal 239 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disusun Kebijakan 
Akuntansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 
Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 112); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4400); 



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Pada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4577); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Menterio Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Tahun 2008 Nomor 2). 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG KEBIJAKAN 
AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAMBI. 



  
Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Jambi. 

2. Gubernur adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh 
Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah 
sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah. 

4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalh perangkat daerah pada Pemerintah 
Provinsi Jambi selaku pengguna anggaran/pengguna barang, 
yang juga melaksanakan APBD. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalh perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi selaku 
pengguna anggaran/barang. 

6. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, 
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian 
keuangan, penginterprestasian atas hasil, serta penyajian 
laporan. 

7. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, 
konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik 
yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan sebagai dasar pengakuan, 
pengukuran dan pelaporan atas asset kewajiban, ekuitas, 
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan. 

8. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari atas 
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan 
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

9. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 
anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib 
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan 
untuk gabungkan pada entitas pelaporan. 

  
Pasal 2 

(1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi adalah Prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan 
praktik-praktik yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi Jambi. 

(2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi digunakan 
sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas 
asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan 
serta pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi.  

  
Pasal 3 

Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini 
merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 

  
 



Pasal 4 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian 
sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

  
Pasal 5 

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita 
Daerah Provinsi Jambi. 

 
Ditetapkan di Jambi 
pada tanggal  2  Maret  2009 

 
 GUBERNUR JAMBI 

 
 
 

H. ZULKIFLI NURDIN 
 

Diundangkan di Jambi 
pada tanggal  2  Maret  2009 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI 
             ASISTEN PEMERINTAHAN 
 
 
                 A. MAKDAMI FIRDAUS 
 
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR   9 


